
GUBERNUR JAWA TENGAH 

INSTRUKSI GUBERNUR JAWA TENGAH 
SELAKU KETUA SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 

(COVID--19) PROVINS! JAWA TENGAH 

NOMOR 1-4 tAHUli 2022 
TENT ANG 

IMPLEMENTASI PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT 
(PPKM) CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI PROVINS! JAW A TENG AH 

GUBERNUR JAWA TENOAH 
SELA.KU KETUA SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 

(COVID--19) PROVINSI JAWA TENGAH, 

Melaksanakan arahan Presiden Republik Indonesia dan Inetrukai Menten 
Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan 
Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, Dan Level l Corona Vuus Disease 2019 
Di Wilayah Jawa Dan Bali serta dalam rangka menekan lonjakan kasus Corona 
Virus Disease 19 (Couid-19) dan vanannya (tennasuk Omicron) dr 
Kabupaten/Kota se Jawa Tengah agar tidak menimbulkan dampak yang \uas 
pada segala aspek kehrdupan masyarakat di Daerah, dengan ini 
menginstruksikan: 

Bupati/Wahkota se Jawa Tengah selaku Ketua Satuan Togas 
Penanganan Corona Vims Disease 19 (Covid-19)Kabupa.ten/Kota: 
Kepala Kepo\isian Daerah .rawa Tengah; 
Panghma Komando Daerah Militer IV /D1ponegoro; 
Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah; 
Para Pimpinan lnstansi Vert.Jkal di Provmsi Jawa Tengah; 
Para Pimpman Perangkat Daerah di ltngkungan Pemenntah 
Provinsi Jawa Tengah; 
Para Pimpinan Badan Usaha Milik Negara/ Daerah di Provrnsi 
Jawa Tengah; 
Rektor/Kepala Lembaga Pendidikan di Provinsi Jawa Tengah. 

Untuk 

Kepada l 

2 
3. 
4. 
5 
6. 

7 

8. 

KESATU Bupati/Walikota di wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria. 
a. Level l pada 3 {tiga) Kabupaten/Kota yaitu· 

11 Kata Semarang; 
2) Kabupaten Kendal; dan 
31 Kabupaten Banyumas. 

b Level 2 pada 32 (tiga puluh dua) Kabupaten/Kota yrutu: 
I) Kabupaten Wonosobo; 
2) Kabupaten Wonogiri, 
31 Kabupaten 'T'emanggung, 
41 Kabupatcn Tega!; 
5) Kabupaten Sukoharjo; 
6) Kabupatcn Sragen, 



7) Kabupaten Rembang; 
8) Kabupaten Purworejc, 
9) Kabupaten Purbahngga; 

10) Kabupaten Pemalang; 
11 I Kabupaten Pau; 
12) Kabupaten Magelang, 
13) Kabupaten Kudus; 
14) Kota Tega!, 
15) Kota Surakarta, 
16) Kata Salatiga, 
17) Kota Pekalongan; 
18) Kata Magelang, 
19) Kabupaten Klatcn; 
20) Kabupaten Kebumen; 
21) Kabupaten Karanganyar; 
22) Kabupaten Cilacap, 
23) Kabupaten Banjarnegara; 
24) Kabupaten Semarang, 
25) Kabupaten Pekalongan; 
26) Kabupaten Jepara, 
27) Kabupaten Grobogan; 
28) Kabupaten Brebes, 
29) Kabupaten Doyolah; 
30) Kabupaten Blora; 
31) Kabupaten Batang; dan 
32) Kabupaten Demak 

Agar : 

selama 
dengan 

aktivttas masyarakat 
10 Mel 2022 sampal 

1 melaksanakan pembatasan 
penod.e PPKM mutai tanggal 
tanggal 23 Mei 2022; 

2. ben.ama Fcrkopimda, Kantor Kementerian Agama, Forum 
Kerukunan Umat Beragama dan lnstansi terkait lamnya pada 
masmg-masmg kabupaten/kota melakukan eosiajisasi dan 
edukasi pengelatan kembah protokol kesehatan lerutama 
kedrsrplman penggunaan masker dan menjaga jarak; 

3. rnengurang, mteraksi dan kerurnunan dr pusat 
perbelanjaan/rnall, pasar, daerah tujuan wisata, hotel, tempat 
penbadatan dengan rnembatasi ba1k jam akt1v1tas rnaupun 
Jam kunjungan dan mengrei aplikaer PedullLlndungl untuk 
memudahkan pelacakan kasus termasuk pengaturan kegratan 
turnamen olah raga, perayaan keagarnaan, kegiatan sosial 
budaya atau event/ kegiatan lainnya yang berpotensi 
menimbulkan kerumunan berskala besar; 

4 mernastikan seluruh fastlitas perawatan bark rsolas! terpusar 
dan/atau ruang isolasi pada rumah sakit serta ruang ICU di 
rnaemg-masmg k.abupaten/kota untuk siap digunakan. 

5. memasnkan xeerepan untuk penambahan ruang 1solasi dr 
Rumah Salot apabila BOR di ruang 1solasi sudah me-nrApA1 
50"/o dan mempersiapkan tenaga kesehatan cadangan untuk 
mengoperasaonalkan tambahan ruang isolasi terscbut, 



6 memastikan ketersediaan obat bagr pendenta yang melakukan 
isolasi mandtri, isolaat terpusat, dan perawatan di Rumah 
Sakit besena tenaga pemantau Kesehatan, 

7. meningkatkan kegratan pelacakan kontak minimal 15 (Imm 
belas) orang pada setiap kasus baru dan memasl::!kan 
percepatan perneriksaan \aboralonum PCR harian/mingguan 
minimal 30'-'lo dan hasrl contact tracmg; 

8 menugaskan tenaga kesehatan untuk melakukan pemantauan 
kondisr masyarakat yang sedang isolasr mandin melalui 
telepon atau kunjungan berkala serta mencatat perkembangan 
dan mclaporkan secara rutm kepada Dinas Kesehatan 
Kabupaten/Kota, 

j melakukan surveilans influenza like illnPss (fLF) dan severe 
acute respiratory infection (SARI) pada fasilttas pelayanan 
kesehatan, termasuk melakukan pemenk:saan rapid antigen 
atau PCR pada semua pasien dengan keluhan batuk, p1lf'k, 
sakJt tenggorokan, demam yang berobat ke fasthtas pelayanan 
kcsehatan sebagai bagian yang t.Jdak terpisahkan dari upaye 
penemuan kasus Covid-19 secara dim; 

10 melakukan pemantauan secara ketat Pembelajaran 'l'atap 
Muka (PTM) dan menghent,k.an kegratan F'TM pada Satuan 
Pendtdikan dalam ha! dttemukan satu kasus atau IPh1h 
peserta didik, tenaga pendrdrk dan kepend1d1kan di sekolah 
dan meningkatkan peran Satgas Comd-19 dt masmg-masmg 
Satuan Pendtdikan sesuai kewenangan untuk melakukan 
pembmaan dan pcngawasan kepatuhan penerapan protokol 
kesehatan secara ketat, 

11 mengatur pruporsi Work From Home (WFH) dan Work From 
Office (WF'O) secara cennat dan tertrb bark di lingkungan 
Pemerintahan mau-pun Swasta di Kabupaten/ Kuta; 

12 memasukan cakupan vaksinasi dosrs 2 rmrumal mencapar 
90"/o dan sasaran yang ada terutama tansia, komorbrd, anak 
dan pekerja aktrf serta vaks1nas1 booster mmimal mcncapai 
30"/o bagr yang sudah rnelakukan 2 kah vaksmaer: 

13. memastikan seluruh lansia telah drlakukan vaksmasi boster 
untuk menekan angka kcsakitan dan kemat,an akibat Covzd 
19 di Provins! Jawa Tengah, 

14 memastlkan kapasuas \aboratonum pemenxsaan Cuvzd-19 
khususnya yang mempunyai kemampuan PCR NAA'J', dan 
memperhat.Jkan CT value dari has1\ spesimen Co111d-19 di 
bawah 30, untuk d1lakukan pemenksaan SGTF (S-Gene Target 
Failure) dan/atau WGS (Whole cenome Sequensmg); 

15. tetap mengaktifkan kembah Satgas Jugo Tonggo baik dalam 
rangka morntunng penerapen protokul kesehatan ataupun 
penegakan d1s1phn pergerakan masyarakat, pelaksanaan 
vaksinasi, pemantauan warga yang baru pulang dan 
perjalanan luar daerah dan luar neger! [mobilitas arus bahk 
lebaran] serta penyusunan eietem pelaporan dcngan 
mehbatkan Satpol PP bekerja sama dengan TNI/Pulri, 

16 memngkalkan kegratan patruli ber-sama TNI, Puln dan mstansi 
terkrut lru.nnya meiarur pendekatan secara persuasrr terkart 
penerapan protokul keschatan Cuvzd-19 khususnya aktivitas 
PKL, warung, rumah makan, toko, pasar atau pusat 



KEDUA 

KETIGA 

pen::lagangan, rlaya tarik wisata, maupun fasilitas pubhk 
lainnya dalam rangka mengendalikan euforia perilaku 
masyarakat akibat perbatkan level Kabupaten/Kota, 

17. memerintahkan Camat agar mengoptimalkan Pos Komando 
(Posko) di Desa/Kelurahan dan Kecamatan bersama Satgas 
Jogo Tonggo dan Satgas Covid-19 yang telah dibentuk dengan 
tugas melakukan pendataan dan melaporkan pelacakan kasus 
(contact tracing) di dalam wilayah Desa/Kelurahan, serta di 
luar wilayah Desa/Kelurahan dan berkoordmasi dengan 
Puskesmas, unsur TNI/Poln di wilayahnya dan Dinas 
Kesehatan Kabupaten/Kota secara berjenjang: 

18. mengopbmalkan layanan call center/hotline di wilayah masmg­ 
masing dalam rangka menyedrakan layanan informasi kepa.da 
masyarakat khususnya terkait penanganan kasus Couid-19 di 
daerah antara lain menyangkut layanan rujukan Rumah Sakit, 
konsultasi isolasi mandiri, layanan iso\asi terpusat, 
ketersediaan ambulan, infonnasi vaksinasi, kebutuhan dan 
ketersediaan oksigen (OJ) med.ls, pemulasaran jenazah, 
pelayanan bagi. pelaku UMK, ketenagakerjaan, sosial, jogo 
tonggo dan informasi yang dibutuhkan masyarakat lainnya; 

19. melaksanakan kocrdinasr dan melaporkan pelaksanaan 
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) 
socara berjenjang kepada Gubernur Jawa Tengah 
Cq. Sekretaris Daerah Provinai Jawa Tengah. 

Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Panglima Komando 
Daerah Militer IV /Diponegoro, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa 
Tengah, Pimpinan lnsransi Vertikal di Provinsi Jawa Tengah, 
Punpinan Perangkat Daerah di hngkungan PemerintB.h Provinsi 
Jawa Tengah, Pimpinan BUMN dan BUMD di Provinsi Jawa 
Tengah agar mendukung pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan 
Kegiatan Masyarakat (PPKM) di lapangan eeeuai kewenangan 
masing-masing. 

[nstruksi Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan. 

Dikelunrkan di Semarang 
pada tanggal 10 lbi 2022 
GUBE 
SA 

TEMBUSAN Yth: 
1. Menteri Koordinator Bidang Perekcnorman Repubhk Indonesia; 
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Inveetaei Repubhk Indonesia; 
3. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia; 
4. Walol Gubernur Jawa Tengah; 
5. Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah: 
6 Sekretaris. Daerah Provinsi Jawa Tengah; 
7. Para Asislen Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah; 
8. Kepala Kantor Wtlayah Kementetian Agama Provinsi Jawa Tengah; 
9. Sekretaris Daerah Kabuoaten/Kota Se Jawa Tenpah. 
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